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Menimbang : a.

Mengingat 1
.

2
.

bahwa dalam rangka tertib, efisien

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Per

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun A;

i efektifitas pengelolaan
ah maka perlu adanya

ÿatan dan Belanja Daerah
aran 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan s> -rjaimana dimaksud huruf a
,

maka perlu menetapkan Peraturan .ubernur Sulawesi Tenggara
tentang Pedoman Pelaksanaan An- ;yaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggs'.* Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);



5
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 No. 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyefenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun
1998 tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi
Tenggara

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PHRATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV1NSI

SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1

. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

3
. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;

4
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengguna
anggaran/pengguna barang dan/atau menerima, memungut pendapatan daerah
yang ada dalam penguasaannya;

6
. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD

adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pengelola
Keuangan Daerah.

7
. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD/Biro

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

8
. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah

pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
9

. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya;

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

11. Pengguna Barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pengguna
anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkup unit kerja;

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD;



16. Bendahara Pengeiuaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan beianja daerah daiam rangka pefaksanaan APBD pada
SKPD;

17. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelota
maupun oleh penyedia barang/jasa;

18. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

19. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit yang bertugas untuk menangani
pekerjaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik.

20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.

21. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk menyetenggarakan pengadaan barang/jasa
Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemifihan.

22. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan
langsung.

23. Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda
bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompentensi dan kemampuan
usaha dengan ketetapan kiasifikasi dan kualifikasi badan usaha;

24. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah
organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi
di daerah;

25. Sistem Informasi Manajemen Daerah Administrasi Pembangunan yang disingkat
dengan SIMDABANGUN adalah laporan kegiatan masing-masing SKPD dengan
sistem elektronik;

26. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah di luar gaji
dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan
kriteria;

27. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNSD yang
dibebani pekerjaan untuk menyeiesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui
beban kerja normal;

28. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNSD
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat
kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

29. TPP berdasarkan Kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNSD yang
dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi;

30. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNSD
yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.



r

31. TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNSD yang
dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi;

32. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah yang diberikan diberikan
kepada PNSD dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum PNSD.

r *

Pasal 2

Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 tercantum dalam Lampiran
dan Merupakan Satu Kesatuan yafig tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

! ' .

Pasal 3
i

. HaJ-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
ditetapkan'dengan Keputusan Gubernur dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan
peraturan perundang-andiangan yang berlaku.

| Pasal 4
j Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
j Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi

j Tenggara Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.
4

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini, dengan penempatannya dalami Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal 2 -1 - 2013

Diundangkan di Kendari ,
Pada tanggal, 2-1-2013 ;'
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA, j

fwi' \
H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR : 1



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULÿ*VESI TENGGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2o ÿ ÿ

TANGGAL : 1 - K >- *L0\%

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGAF«

A
.
 BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA T\Df

I
. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

1
.
1

. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pejabat
Struktural dan Pelaksana

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat
Struktural, Pejabat Fungsional/Pelaksana di Lingkungan
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No. Eselon/Golongan/Jabatan Satuan Tarif(Rp)
1 2 3 4

1
.

Eselon l OB 32.500.000.-

2
.

Eselon II OB 11.000.000,-
3

.
Eselon III OB 2

.
750.000.-

4
.

Eselon IV OB 1
.
650.000.-

5
. Pelaksana Golongan IV OB 1

.
176.500.-

6
. Pelaksana Golongan III OB 1

.
000.000.-

7
. Pelaksana Golongan II OB 850.000,-

8
. Pelaksana Golongan I OB 850.000.-

1
.2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Keiangkaan Profesi dan

Doktor (Pakar/Ahli):

No Uraian Satuan Tarif (Rp)
1 2 3 4

1 Dokter Spesialis OB 5
.
500.000.-

2 Doktor (Ahli/Pakar) OB 5
.
500.000,-

3 Dokter Umum/Gigi/Apoteker OB 3
.
000.000.-

4 Paramedis Sesuai ketentuan poin A. 1.1.1
5 Radiologi Gol III 450.000

,
-

Gol II 200.000,-

Keterangan:
1

. PNS Daerah yang bergelar Doktor daiam bidang tertentu yang lulus
dari Universitas Negeri/Swasta yang berijazah dan terakreditasi A
atau B oleh Kementerian Pendidikan Nasional dapat diberikan TPP.

MJA DAERAH

013.

ANGSUNG

1



2
. PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi

yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis
TPP.

3
. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Kepala di suatu Kabupaten atau

Kota tidak diberikan TPP
4

. PNS yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas (PLT) atau
pelaksana harian (PLH) diberikan TPP sesuai dengan jabatan
structural definitifnya.

1.3. Pegawai Negeri Sipil dan TNI Polri yang dipekerjakan/ diperbantukan
dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara diberikan TPP
berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/ Lembaga/
Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif
yang sesuai.

1
.
4

. Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran
TPP

Tata cara penilaian, pejabat penilai, perhitungan dan pembayaran TPP
bagi PNS Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

B
.
 BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG

1
. Pelaksana Program/Kegiatan:

1
.1 Penanggungjawab Program/Pembantu penanggungjawab Program

kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi kegiatan
bersangkutan, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

1
.2 Staf administrasi, Staf teknis dan operator komputer ditunjuk dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang yang bersangkutan.

1
.3 Penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan atau Pemeriksa Barang Lingkup Sekretariat Daerah
Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

2
.
 Honorarium Bulanan:

No Jabatan Volume Biaya
1 2 3 4

1 Pengguna Anggaran
a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000.000 OB Rp. 600.000,-
b

. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB Rp. 750.000,-
c. > Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 OB Rp 850,000,-
d

. > Rp.5.000.000.000 OB Rp 1.000.000,-
2 Kuasa Pengguna Anggaran

a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000.000 OB Rp. 550.000,-
b

. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB Rp. 700.000,-
o. > Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 OB Rp 800.000,-
d
.> Rp.5.

000.000.000 OB Rp 900.000,-
3 a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

2



(diberikan Perkegiatan)
b

. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
*diberikan perbulan

1

a. Pagu anggaran s,d Rp.1.000.000.000 OB 400.000
,
-

b
. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB 450.000,-

c. > Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 OB 500.000,-

d. > Rp.5.000.000.000 OB 600.000,-

4 1
. Bendahara Pengeluaran

a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000,000 OB 400.000,-

b
. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB Rp. 500.000,-

c.> Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 . OB Rp 600.000,-
d
.> Rp.5.000.000.000 OB Rp 650.000,-

2.
 Bendahara Penerima

a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000.000 OB Ri 300.000,-

b
. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB T 400.000,-

c. > Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 OB Rp 500.000,-
d

. > Rp.5.000.000.000 08 R; 550.000,-

5 1
. Pembantu Bendahara Pengeluaran

a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000.000 OB Rp. 250.000,-
b

. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB Rp. 300.000,-
c. > Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 OB Rp 350.000,-
d

. > Rp.5.000.000.000 OB Rp 400.000,-
2

.
 Pembantu Bendahara Penerima

a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000.000 OB Rp. 150.000,-
b

. > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000 OB Rp. 300.000,-
c. > Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000 OB Rp 350.000,-
d
.> Rp.5.000.000.000 OB Rp 400.000,-

6
. Pengurus Barang OB Rp. 1.000.000,-

7
. Pejabat Pengadaan OB Rp. 500.000,-

8
. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik

fLPSEl
OB

a. Administrator system/Jaringan/Agency OB Rp. 2.500.000,-
b

.
 Verifikator OB Rp. 2.500.000,-

c. Help Desk OB Rp. 2.500.000,-
d

.
 Trainer OB Rp. 2.500.000,-

e. Tenaga IT OB Rp. 2.500.000,-
f

.
 Pelaksana Sekretariat

.
 OB Rp. 1.500.000,-

9
. Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Pemerintah

Rp. 3.000.000,-

Rp. 2.500.000,-

Rp. 2.500.000,-

Rp. 1.500.000,-

a. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) OB

b
. Anggota OB

c
.
 Tim Ahli OB

d
.
 Pelaksana Sekretariat OB

10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan

a. Pagu anggaran s.d Rp. 500.000.000 Per Paket Rp. 2.000.000,-
b

. > Rp.500.000.000 Rp. 5.000.000,-



3
. Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung

3
.
1 Honorarium PNS

1) Honorarium Panitia Pelaksana.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas
sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum
pada target kinerja kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel:

N

0

Uraian Jml.

Org
Tolok

Ukur

Satuan Tarif Ket.

1 2 3 4 5 6 7

A
. N ilai Kegiatan sId Rp. 30.000.00CI.-

1 Penanggung Jawab 1 1 OK 800.000,-

2 Ketua 1 1 OK 700.000,-

3 Sekretaris 1 1 OK 600.000
,
-

4 Anggota 5 1 OK 350.000,-

5 Sekretariat 2 1 OK 250.000,-

6 Narasumber/Tenaga Ahli*) *) Jumlah dan Tarif menyesuaikan SBU.
Narasumber/Tenaga ahli, Instruktur dan
Moderator dianggarkan pada kode rekening
honorarium Non PNS.

7 Instruktur*)
8 Moderator*)

B
.

N ilai Kegiatan diatas Rp.30.000.000,- s/d 70.00 .ooo

1 Penanggung Jawab 1 1 OK 1
.
000.000,-

2 Ketua 1 1 OK 850.000,-

3 Sekretaris 1 1 OK 700.000
,
-

4 Anggota 5 1 OK 450.000,-

5 Sekretariat 2 1 OK 300.000,-

6 NarasumbetfTenaga Ahli*)
7 Instruktur*)
8 Moderator*)
C

.
 Is ilai Kegiatan Diatas Rp.70.000.000,-

1 Penanggung Jawab 1 1 OK 1
.100.000,-

2 Ketua 1 1 OK 900.000,-

3 Sekretaris 1 1 OK 750.000,-

A Anggota 5 1 OK 500.000,-

5 Sekretariat 2 1 OK 350.000,-

6 Narasumber/Tenaga Ahli*) *) Jumlah dan Tarif menyesuaikan SBU atau
**) sesuai standar yang berlaku dl instansi yang

bersangkutan.
Narasumber/Tenaga ahlf, Instruktur dan
Moderator dianggarkan pada kode rekening
honorarium Non PNS

7 Instruktur*)
8 Moderator*)

2) Honorarium kegiatan pendidikan dan pelatihan structurai/kepemimpinan/
fungsional/teknis, yang dilaksanakan Badan Diklat diatur tersendiri dengan
Peraturan Gubernur.

3) Tim/Panitia yang mengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan
koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dapat diberikan honorarium yang
besarannya sesuai volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
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4
. Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan & Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS

Pemberian Bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1) Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
a

. Pendidikan dan Pelatihan Struktaral Teknis, Fungsional Teknis dari
Instansi Pemerintah

No Uraian Biaya/Orang Keterangan
1 2 3 4

1 Biaya Kontribusi Diktat Ditetapkan berdasarkan
a. Diklatpim I Rp. 140.000.000,- surat undangan dart pthak
b

. Diklatpim II Rp. 30.261.000,- penyelenggara
c. Diklatpim III Rp. 17.000.000,-
d

. Diklatpim IV Rp. 12.800.000,-

2 Uang Saku berlaku
apabila kegiatan yang
diikuti lebih dari 7 hari)

a. Golongan II Rp. 250.000,- Per hari

b
. Golongan III Rp. 350.000,- Per hari

c. Golongan IV Rp. 450.000,- Per hari

1) Diklat Luar Negeri

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan pendidikan dan
pelatihan di Luar Negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara,
besaran biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

5
.
 Lembur

Bagi SKPD yang mempekerjakan/menugaskan PNS di luar jam kerja dinas
waktu dinas, baik di dalam/luar kantor (dihitung mulai dari waktu apel pulang)
dan di luar waktu hari kerja dinas (hari sabtu/minggu) yang dibuat dalam nota
tugas Kepala SKPD, jika kegiatanya diluar hari kerja (hari sabtu/minggu),
maka konsumsinya diberikan sebanyak dua kali dan diberikan uang lembur.

Penyediaan biaya lembur untuk PNS dibatasi hanya untuk pekerjaan yang
sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan
serta tidak dibiayai honorarium kegiatan.

1) Uang Lembur
Bagi pegawai yang mengerjakan kegiatan di luar jam kerja diberikan uang
lembur sebagai berikut :
a

. Golongan I Rp. 7.000,-/jam
b

. Golongan II Rp. 9.000,-/jam
c. Golongan III Rp. 11.000,-/jam
d

. Golongan IV Rp. 13.000,-/jam
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Pemberian uang lembur dengan besaran sebagaimana tersebut di atas,
harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut:
a

. Pada hari kerja maksimal selama 3 (tiga) jam/hari
b

. Pada hari libur maksimal 8 jam/hari
c

. Maksimal 19 jam/miriggu

2) Uang Makan Lembur diberikan 1 kali/hari setelah bekerja lembur minimal
2 jam berturut-turut sebesar Rp. 20.000,-/orang/hari.

3) Pelaksanaan lembur harus dilengkapi dengan surat tugas, absensi dan
hasil output pekerjaan yang diverifikasi oleh atasan langsung penanggung
jawab kegiatan.

BELANJA BARANG/JASA

1.
 PERJALANAN DIN AS

Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan yang berasal dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
kegiatan Seminar, Lokakarya, Monitoring, Studi Banding, Rapat Koordinasi,
Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, Kegiatan Promosi/Kunjungan Kerja
Rincian tarif perjalanan dinas untuk PNS dan Non PNS adalah sebagai
berikut:

1) Biaya Transport Pergi/Pulang
a. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara, biaya

transportasi diberikan maksimal:

No. Asal Kota Tujuan Biaya Transport
1 2 3 4

1) Wifayah Kota Kendari Rp. 225.000,-

2) Kendari - Konawe, Rp. 450.000,-

-Abuki Rp. 600.000,-

-Routa Rp- 1
.
500,000,-

-Asinua, Latoma Rp. 800.000,-

-Wawonii Rp. 750.000,-

3) Kendari - Konawe Utara (Andowia) Rp. 750.000,-

-Wiwirano, Langkikima Rp. 1
.
100.000,-

4) Kendari - Konawe Selatan (Andoolo) Rp. 500.000,-

-Tinanggea Rp. 600.000,-

-Kolono, Moramo Rp. 700.000,-

-Lalembu Rp. 700.000,-

-Laonti Rp. 1
.
000.000,-

5) Kendari - Bombana Rp. 750.000,-

-Boepinang Rp- 900.000,-

-Dongkala (Kabaena timur) Rp. 1
.
500.000,-

-Teomokole (Kabaena barat) Rp. 1900.000,-

6) Kendari - Kolaka (Koiaka) Rp- 750.000,-

-Pomalaa Rp. 750.000,-

-Uluiwoi Rp. 1
.
200.000,-


